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Tesisini membahas mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris dalam jabatannya
sebagal PPAT karenatelah menerbitkan akta kuasa mutlak beserta akta jual beli sebagai turunannya sebagai
bentuk penyelundupan hukum dalam kaitannya dengan proses jual beli tanah. Permasalahan yang akan
dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan akta kuasa mutlak yang dikeluarkan oleh Notaris atas
dasar penyalahgunaan keadaan, akibat hukum dari aktajual beli yang tidak sesuai kehendak para pihak,
serta tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya. M etode penelitian yang digunakan penulis
adalah yuridis normatif dengan studi kepustakaan yang didukung wawancara. Kemudian jenis data yang
digunakan adalah jenis data sekunder, baik dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan juga
bahan hukum tersier serta metode analisa yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif. Kuasa
mutlak dalam praktek dilarang karena dibuat untuk menyimpangi aturan-aturan mengenai pemindahan hak
atas tanah yang berlaku dengan tujuan untuk memiliki jaminan yang diberikan oleh debitur atau dialihkan
kepada orang lain dengan harga yang tidak sesuai dengan nilai jaminan yang seharusnya, Dalam Putusan
Nomor: 06/Pdt.G/2018/PN Bln, Notaris dalam kedudukannya sebagai PPAT melakukan perbuatan melawan
hukum menerbitkan akta kuasa mutlak dimana akta tersebut dilarang oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 14 Tahun 1982, sehingga akta tersebut batal demi hukum, begitu juga akta jual beli sebagai
turunannya secara otomatis juga batal demi hukum dan dalam hal ini Notaris dapat dimintakan tanggung
jawab secara perdata dan administratif. Batalnya kuasa mutlak dan aktajual beli tersebut mengakibatkan
keadaan kembali seperti sediakala dimana kedua perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.
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Thisthesis discusses the illegal acts carried out by aNotary in his position as Land deed Officia because he
has issued an absolute deed of power along with a sale and purchase deed as derivatives as aform of legal
smuggling in relation to the process of buying and selling land. The problems that will be examined in this
study are the validity of the absolute power deed issued by a Notary on the basis of misuse of the situation,
the legal consequences of the deed of buy and purchase that are not in accordance with the wishes of the
parties, and the Notary s responsibility for the deed. The research method used by the author is a normative
juridical literature study supported by interviews. Then the type of data used is the type of secondary data,
both from primary legal materials, secondary legal materials and also tertiary legal materials and the
anaysis method used by the author is a qualitative approach. Absolute power in practice is prohibited
because it is made to deviate the rules regarding the transfer of applicable land rights with the aim of having
guarantees given by the debtor or transferred to others at prices that are not in accordance with the


https://lib.ui.ac.id/detail?id=20489141&lokasi=lokal

guaranteed value, In Decree Number: 06/Pdt.G/2018/PN Bln, the Notary in his position as Land Deed
Official committed an illegal act issuing an absolute power deed where the deed was prohibited by the
Minister of Home Affairs Instruction Number 14 of 1982, so that the deed was null and void, so was the sell
and purchase agreement automatically also null and void by law and in this case notaries can be asked for
civil and administrative responsibilities. The cancellation of the absolute power of attorney and the sell and
purchase agreement resulted in the situation returning to where the two agreements were deemed to have
never existed.



